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HALAMAN MOTTO 

 

ٍَ كُفْسُْىُْ  ْٚ ْٚدُ انْكٰفسِِ لَْ ٚصَِ َٔ  ِۗ  ِ ِّ كُفْسُ ْٛ ٍْ كَفسََ فؼََهَ ًَ ى ِفَ فِٗ الْْزَْضِِۗ فَ
ٰۤ
ْ٘ جَؼَهكَُىْ خَهٰ َٕ انَّرِ ُْدَ  ُْ ِٓىْ الَِّْ ػِ زَبِّ

ٍَ كُفْسُْىُْ الَِّْ خَسَازًا ْٚ ْٚدُ انْكٰفسِِ لَْ ٚصَِ َٔ  يَقْتاً ۚ

“Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang 

siapa kafir, maka (akibat) kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan 

kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di  

sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya  

akan menambah kerugian mereka belaka”.  

(Q.S. Fatir : 39) 

 

 ٍِ ٗ ػَ ٰٓ ُْ َٚ َٔ ئِ ذِٖ انْقسُْبٰٗ 
ْٚتاَٰۤ اِ َٔ  ٌِ حْسَا الِْْ َٔ َ ٚأَيُْسُ باِنْؼَدْلِ 

ٌَّ اّللّٰ ِٙ ۞ اِ انْبغَْ َٔ ُْكَسِ  ًُ انْ َٔ ءِ 
انْفحَْطَاٰۤ

 ٌَ ْٔ سُ  ٚؼَِظكُُىْ نؼََهَّكُىْ ترََكَّ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan  

keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu  

agar kamu dapat mengambil pelajaran”.  

(Q.S. An-Nahl : 90) 

 

و   ْٕ ٌُ قَ لَْ ٚجَْسِيََُّكُىْ ضَُاَٰ َٔ ءَ باِنْقسِْطِِۖ  ِ ضُٓدََاٰۤ
ٍَ لِِلّٰ ْٛ ايِ َّٕ ا قَ ْٕ َُ ْٕ ا كُ ْٕ ٍَ اٰيَُُ ْٚ اَ انَّرِ ٰٓاَُّٚٓ ػَهٰٰٓٗ الََّْ  ٰٚ

ا ِۗ ْٕ ٌَ تؼَْدِنُ ْٕ هُ ًَ ا تؼَْ ًَ  بِ
ْٛس ٌۢ َ خَبِ

ٌَّ اّللّٰ َ ِۗاِ
اتَّقُٕا اّللّٰ َٔ  ِٖۖ ٰٕ َٕ اقَْسَبُ نهِتَّقْ اِۗ ُْ ْٕ  اػِْدِنُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan 

karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu 

terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 

adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada 

Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.  

(Q.S. Al-Maidah : 8) 
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ABSTRAK 

 

Dalam sistem pemerintahan negara terdapat lembaga legislatif sebagai 

penyalur aspirasi rakyat. Dalam pemerintahan Indonesia dikenal dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan dalam pemerintahan Islam dikenal dengan 

Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi. Sebelum terjadinya reformasi, peran DPR di Indonesia 

belum berjalan sesuai dengan UUD 1945. Namun, setelah reformasi peran DPR 

sudah berjalan dengan baik setelah dilakukannya amandemen UUD 1945. Adapun 

rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana Peran Dewan Perwakilan 

Rakyat dalam Hukum Tata Negara Indonesia?; (2) Bagaimana Peran Dewan 

Perwakilan Rakyat (Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi) dalam Fiqh Siyasah?; dan (3) 

Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Peran Dewan Perwakilan Rakyat dan Ahlu 

Al-Halli Wa Al-Aqdi dalam Hukum Tata Negara Indonesia dan Fiqh Siyasah?.  

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif atau penelitian 

kepustakaan (Library Research) yang bersifat deskriptif komparatif dengan 

menggunakan metode normatif dimana penulis menganalisis satu sumber data 

yaitu data sekunder yang artinya data tersebut dipilah menjadi bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran DPR yaitu mengawasi 

jalannya pemerintahan, membentuk UU, dan memberikan pertimbangan yang 

menyangkut rakyatnya. Sedangkan peran Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi yaitu memilih 

dan memberhentikan kepala negara, membuat peraturan hukum dan 

bermusyawarah menyelesaikan masalah umatnya. Adapun kesimpulan dari 

penelitian ini bahwa kedua lembaga ini banyak memiliki kesamaan dalam 

menjalankan perannya dalam sistem pemerintahan, serta keduanya juga memiliki 

beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari : (a) Kedudukannya dalam 

pemerintahan; (b) Cara memilih dan melantik kepala negara; (c) Menjalankan 

tugasnya di pemerintahan; (d) Sistemnya dalam pemerintahan; serta (e) Dalam  

keanggotanya di pemerintahan.  

 

Kata Kunci : Lembaga Legislatif, Peran, Hukum Tata Negara, Fiqh Siyasah 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 

0543b/U/1987.  

 

1. Konsonan : 

Huruf Nama Penulisan 

Huruf Kapital Huruf Kecil 

 Alif Tidak Dilambangkan ا

 Ba B b ب

 Ta T t ث

 Tsa Ts ts ث

 Jim J j ج

 Ha H h ح

 Kha Kh kh خ

 Dal D d د

 Zal Dz dz ذ

 Ra R r ز

 Zai Z z ش

 Sin S s ض

 Syin Sy sy ش

 Shad Sh sh ظ

 Dhad Dl dl ض

 Tha Th th ط

 Zha Zh zh ظ

 „ „ Ain„ ع

 Ghain Gh gh ؽ

 Fa F f ف

 Qaf Q q ق

 Kaf K k ك

 Lam L l ل

 Mim M m و

ٌ Nun N n 

ٔ Waw W w 

ْ Ha H h 

 ` ` Hamzah ء

٘ Ya Y y 

 Ta (Marbutoh) T t ة

 

 

 



2. Vokal 

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas 

seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atasokal tunggal 

(monoftong) dan vokal rangkap (diftong). 

a. Vokal Tunggal dilambangkan dengan harakat. 

Contoh : 

Tanda Nama Latin Contoh 

 يٌ Fathah A آ

 يٌ Kasrah I إ

 زفغ Dhammah U أ

b. Vokal Rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.  

Contoh : 

Tanda/Huruf Tanda Baca Huruf 

٘ Fathah dan ya Ai a dan i 

ٔ Fathah dan waw Au a dan u 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal  panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). 

Contoh :  

Harakat dan huruf Tanda baca Keterangan 

 Fathah dan ي ا

alif atau ya 

Ā a dan garis panjang di 

atas 

 Kasroh dan ya Ī i dan garis di atas ي ا

 Dlommah و ا

dan 

Waw 

Ū u dan garis di atas 

 

4. Ta' Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam : 

a) Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan  

     dlammah, maka transliterasinya adalah /t/. 

b) Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka  

     transliterasinya adalah /h/. 

c) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang  

     memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu  

     ditransliterasikan dengan /h/. 

d) Pola penulisan tetap 2 macam. 

Contoh : 

 Raudlatul athfāl انَطفال زٔضت

 al-Madīnah al-munawwarah ٔزةٌوال ةٌ٘انًد



5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah 

tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut. 

Contoh : 

 Rabbanā َابز

 Nazzala َصل

 

6. Kata Sandang 

a. Diikuti oleh Huruf Syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 

bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung 

mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut: 

Contoh : 

 Pola Penulisan 

 Al-tawwābu At-tawwābu انتٕاب

 Al-syamsu Asy-syamsu انطًط

b. Diikuti oleh Huruf Qamariyah 

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan  aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya. 

Contoh : 

 Pola Penulisan 

 Al-badiꞌu Al-badīꞌu انبدٚغ

 Al-qamaru Al-qamaru زوقال

Catatan : Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata 

sandang  ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda 

hubung (-). 

 

7. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, 

hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif. 

Contoh : 

 Pola Penulisan 

 Ta `khuzūna تأخرٌٔ

 Asy-syuhadā`u داءِانص

 Umirtu أٔيسث

 Fa`tībihā ْاب فأتٙ



8. Penulisan Huruf 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan 

kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari 

dua pola sebagai berikut : 

 Pola Penulisan 

 Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn ٌ٘شقزالاز٘ٔخِل اِل ٌٔإ

 Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna شاٌ٘ولأ ٚمكال فأفٕا

 

9. Huruf Kapital 

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa 

Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, 

awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut 

didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf 

awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :  

Kedudukan Arab Transliterasi 

Awal Kalimat ّيٌػزفَفس Man „arafa nafsahu 

Nama Diri ًٔاًحيدالْزسٔل Wa ma Muhammadun 

illa rasul 

Nama Tempat يٌانًدَٛتانًَٔزة Minal-Madinatil-

Munawwarah 

Nama Bulan ٌالاضٓززًصا Ila syahri Ramadana 

Nama Diri Didahului al ٙذْبانضف Zahaba as-Syafi‟i 

Nama Tempat Didahului 

al 

 Raja „a min al-Makkah زجغًٌانًكّ

 

10. Penulisan Kata Allah 

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut 

berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga 

ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak 

menggunakan huruf kapital. Contoh : 

 Wallahu واالله

 Minallahi مناالله

 Fillahi فاالله

 Lillahi الله

  

 

KATA PENGANTAR 



 

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas 

segala karunia nikmat sehat dan pengetahuan yang teramat besar, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana dan masih jauh dari 

rasa kesempurnaan. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan 

kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya ke lembah ilmu   

pengetahuan,yang dapat dirasakan sampai saat ini. 

Terlepas dari banyaknya kekurangan pada skripsi ini, penyusun merasa 

bersyukur atas selesainya tulisan sederhana ini dengan judul “Analisis Fiqh 

Siyasah Terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hukum Tata 

Negara Indonesia” yang mana menjadi salah satu syarat kelulusan strata satu di 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 

Dalam penyusunan skripsi ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Kita tahu pada Islam tidak hanya mengajarkan tentang agama, 

melainkan juga mengatur negara beserta pemerintahannya. Dalam lingkup 

ulama menjelaskan jika Islam mengharuskan keberadaan negara beserta 

pemerintahannya, selain itu walaupun sedikit jumlahnya namun terdapat 

beberapa pendapat yang hanya memperbolehkannya serta ditemukan juga 

yang berpendapat bahwa suatu agama tidak boleh ikut campur dari negara.  

Jika dilihat dari penjelasan di atas bahwa hubungan negara dan 

agama sangat erat, bahkan beberapa sarjana Islam mengatakan yakni pola 

pikir serta kesiapan pembentukan negara di Madinah sudah dilaksanakan oleh 

Rasulullah ketika ada di Mekkah
1
. Wilayah kota tersebut saat Rasulullah 

menjadi seorang nabi serta kepala negara dalam waktu sekitar 13 tahun. 

Rasulullah menghadapi kemajemukan masyarakat Madinah ataupun pluralik, 

dan didalamnya terdapat keyakinan suatu agama, meliputi muslim, yahudi 

serta musyrik. 

Pada masyarakat yang majemuk tersebut, Rasulullah memberikan 

suatu prakarsa berupa piagam perjanjian yang selanjutnya disebut “Piagam 

Madinah” yang dilakukan diantara kaum muslim, yahudi serta musyrik 

dengan tujuan membentuk kesatuan, persatuan, keamanan serta kerukunan 

bagi semua masyarakat Madinah. 
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Selaras terhadap prakarsa dari Rasulullah, pemerintah Indonesia 

mulai awal kemerdekaannya yakni tahun 1945 mengamati adanya 

kemajemukan masyarakatnya dalam hal agama antara lain Muslim,  

Protestan, Katolik, Hindu, Buddha bahkan aliran suatu kepercayaan. 

Piagam Madinah dengan UUD 1945 tidak terdapat perbedaan yang 

ditemukan menonjol meliputi gagasan beserta perumusannya. Keduanya 

mempunyai kehendak yakni membangun suatu negara dengan kesatuannya 

yang kokoh serta warga negara yang beriman serta takwa pada Tuhan Yang 

Maha Esa serta direalisasikan berbentuk perilaku dengan tetap memiliki rasa 

kemanusiaan. 

Waktu reformasi bergulir tahun 1998, Undang-Undang Dasar 

(UUD) 1945 diamandemen. Setelah dilakukannya pengamandemenan UUD 

1945 dengan tujuan terwujudnya suatu konstitusi di Indonesia supaya dapat 

terselenggaranya negara baik modern serta demokrasi. Reformasi pada 

lembaga perwakilan melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah 

memulihkan kembali tugas lembaga perwakilan tersebut, tugas lembaga 

perwakilan seolah disulap dari semula tidak memiliki suatu daya saat 

dihadapkan dengan pemerintahan, kemudian berganti menjadi kelembagaan 

yang kuat, utamanya pada fungsi pengawasan eksekutifnya. 

 

 

 



Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia bisa dicermati melalui 

cara membandingkan struktur kekuasaannya sebelum maupun setelah 

dilakukannya amandemen UUD 1945. Saat belum terjadi amandemen, MPR 

(Majelis Permusyawaratan Rakyat) selaku kelembagaan yang paling tinggi 

dalam suatu negara, sementara Presiden, DPA, DPR, MA, serta BPK adalah 

kelembagaan tinggi di negara berkedudukan sejajar dimana berada setelah 

MPR. Kemudian, setelah di amandemen UUD 1945, tidak ditemukan kembali 

yang namanya kelembagaan yang paling tinggi dalam suatu negara. Seluruh 

lembaganya berkedudukan sejajar. 

Dengan berubahnya struktur ketatanegaraan RI maka munculnya 

semangat baru guna mewujudkan suatu pemerintahan secara baik serta bersih. 

Sebagaimana diketahui, setelah reformasi bergulir peran dari DPR ini 

dikatakan sesuai dengan amanah dari UUD 1945 pasca amandemen. 

Sedangkan di zaman Rasulullah SAW, DPR diberikan sebutan 

“Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi” ialah seseorang yang memiliki suatu 

kepercayaan sebagai wakil rakyat atau yang menjadi suara rakyat dimana 

orang yang termasuk dalam bagian “Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi” tersebut .
2
  

Ditinjau penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas 

tentang  peran dari DPR itu sendiri sebab dapat kita lihat dari penjelasan di 

atas DPR yang dipilih oleh rakyatnya serta mewakili suara dari rakyatnya, 

tapi banyak sekali peran dari DPR tersebut yang tidak sesuai dengan 

keinginan rakyat.  
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Namun dilihat dalam hal pengisian lembaga perwakilan rakyat di 

Negara RI dilaksanakan  melalui  pesta demokrasi yaitu dengan Pemilu. 

Tidak dipungkiri juga banyak terjadi kecurangan disana-sini. Dengan 

terjadinya fenomena ini maka penulis memiliki ketertarikan supaya 

melaksanakan riset ilmiah ini berbentuk skripsi berjudulkan “Analisis Fiqh 

Siyasah Terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hukum Tata 

Negara Indonesia”.  

B. Rumusan Masalah 

Mengacu dengan latar belakang yang sudah dijabarkan tersebut 

maka rumusan permasalahan diantaranya : 

1. Bagaimana peran DPR dalam Hukum Tata Negara Indonesia? 

2. Bagaimana peran DPR (Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi) pada Fiqh Siyasah? 

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan peran DPR serta Ahlu Al-Halli Wa Al- 

     Aqdi pada Hukum Tata Negara Indonesia serta Fiqh Siyasah?  

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu dengan perumusan permasalahan diatas, tujuan 

dilakukannya serta penyusunan riset ini antara lain untuk :  

1. Mengetahui peran DPR dalam Negara Republik Indonesia atau NKRI serta  

     untuk mengetahui tugas dan wewenangnya. 

2. Mengetahui bagaimana peran  DPR (Ahlu Al- Halli Wa Al-Aqdi) di zaman  

     Rasulullah SAW serta bagaimana tugas dan wewenangnya. 

3. Mengetahui persamaan dan perbedaan peran RPD serta Ahlu Al-Halli Wa  

    Al-Aqdi pada Hukum Tata Negara Indonesia dan Fiqh Siyasah. 



D. Manfaat Penelitian  

Terdapat berbagai manfaat pada riset ini bisa dibagi menjadi 2 

manfaat meliputi manfaat teoritis serta praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan kontribusi supaya dikembangkannya khazanah ilmu untuk 

mahasiswa serta praktisi hukum bagi dimana melakukan pengembangan 

serta menjalankan Analisis Fiqh Siyasah terkait Peran DPR pada Hukum 

Tata Negara Indonesia. 

2. Manfaat Praktis  

Dipakai untuk rujukan peneliti atau penyusun karya ilmiah di masa 

mendatang yang berkaitan terhadap permasalahan mewujudkan Analisis 

Fiqh Siyasah terkait DPR pada Hukum Tata Negara Indonesia. 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Peran 

Suatu peran termasuk aspek dengan kedinamisan pada posisinya 

atas suatu hal. Jika individu menjalankan hak serta kewajiban telah 

bersesuaian terhadap kedudukan, maka individu tersebut telah menjelaskan 

perannya.
3
 

Adapun teori yang memberikan dukungan pada riset ini yaitu “role 

theory” atau “teori peran” yang dicetuskan Khantz bersama Kahn pada 

sebuah bukunya berjudul “Sosiologi sebagai Pengantar”. Adapun teori 

tersebut memberikan penekanannya pada sifat individual. Sifat tersebut 
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sebagai pelaku sosial yang mendalami tingkah laku berdasarkan kedudukan 

yang ditempati pada lingkup kerjanya ataupun masyarakat. Teori tersebut 

memberikan penjelasan hubungan antar individunya pada suatu organisasi, 

serta memiliki fokus dalam peran sebagai pemainnya. 

Teori peran yaitu suatu teori yang dipakai pada ranah sosiologi,  

antropologi serta psikologi dimana termasuk kombinasi dari beberapa  teori, 

disiplin keilmuan serta orientasinya. Teori peran membicarakan mengenai 

“peran” yang dipergunakan di ranah teater, yang mana aktor pada teater 

memainkan suatu tokoh dari dalam posisi yang dimiliki harapannya dapat 

menjalankan suatu perilaku yang ditetapkan. Aktor memiliki posisi dalam 

teater dimana diberikan analogi sebagai posisi individu ketika 

bermasyarakat, serta dua hal tersebut mempunyai suatu kesamaan.
4
 

 Peran memiliki artian dalam pengkarakterisasian yang dimiliki 

supaya dimainkan oleh aktornya pada pentas drama, pada konteks sosialnya 

peran ialah suatu fungsi yang dijalankan individu saat mendapatkan posisi 

pada struktur sosialnya. Peran aktor ialah suatu batasan yang disusun oleh 

aktor yang lainnya, keduanya ada pada satu pertunjukkan (role 

performance).
5
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Suatu peran termasuk serangkaian hak, harapan, kewajiban, tingkah 

laku serta normal yang dimiliki individu guna mengatasi  serta menjalankan 

peran. Model tersebut dilandasi dengan observasi yakni seseorang memiliki 

perilaku yang bisa diberikan prediksi serta dalam konteksnya didasarkan 

pada posisi sosialnya serta faktor yang lain. Dipaparkan bahwa suatu 

lingkungan dalam organisasi bisa memberikan pengaruh harapan bagi setiap 

individu terkait tingkah laku pada perannya. 

Mengacu pada uraian tersebut bisa diberikan simpulan yakni teori 

peran membahas terkait perilaku serta posisi individu yang harapannya tidak 

berdiri dengan sendirinya, namun memiliki kaitan terhadap banyak orang. 

Pelaku pada peran akan timbul kesadaran struktur sosialnya, maka aktor 

akan berupaya tampak “mumpuni” serta dilihat dari sudut pandang aktor 

yang lain dengan “tidak adanya penyimpangan” terhadap suatu sistem 

pengharapan pada masyarakatnya.
6
 Serta peran ialah suatu aspek yang 

dinamis terwujud pada tindakan ataupun tingkah laku yang dilakukan orang.  

2. Teori Demokrasi 

Kata “demokrasi” asalnya dari kata “demos” yaitu rakyat serta 

“cratein” artinya pemerintahan, apabila keduanya dikombinasikan maka 

menjadi “demokratia” yang artinya pemerintahan rakyat.
7
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Menurut Abraham Lincoln memberikan arti demokrasi secara 

maknanya, “A government that comes from the people, by the people, and 

for the people”. 
8
  diartikan sebagai penguasaan yang asalnya dari 

rakyatnya, oleh rakyatnya serta untuk rakyatnya. 

Tatu Vanhannen memberikan pendefinisian dari demokrasi yakni 

suatu sistem politik didalamnya terdapat bermacam kelompok yang dengan 

legal yang termasuk suatu entitas yang memiliki hak untuk melakukan 

kompetisi agar mendapatkan kekuasaan institusionalnya serta dipilih oleh 

rakyatnya serta memiliki tanggungjawab untuk rakyatnya.
9
 

Adapun manfaat dari demokrasi pada kehidupan bermasyarakat 

diantaranya : 
10

 

a. Adanya kesetaraan selaku warga negara 

b. Tercukupinya berbagai kebutuhan secara umum. 

c. Pluralisme serta berkompromi. 

d. Memberikan jaminan berbagai hak dasar. 

e. Ada pembaharuan dalam kehidupan sosial. 

Karakteristik suatu sistem dengan demokrasi guna mengetahui 

pemerintahan yang demokratis pada suatu negara, diantaranya : 
11

 

a. Adanya kemungkinan terdapat pergantian pemerintahan dengan berkala 

b. Setiap anggota masyarakatnya berkesempatan sama menduduki posisi 

pada pemerintahan dalam suatu masa jabatannya. 
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c. Terdapat pengakuan serta keanggotaan masyarakatnya dengan hadirnya 

berbagai tokoh yang sah untuk berjuang memperoleh kedudukannya 

dalam pemerintah serta saingan untuk pemerintahan saat itu. 

d. Dilaksanakan pemilu yang lainnya guna menentukan pejabat 

pemerintahan yang harapannya bisa mewakili kepentingan suatu 

rakyatnya. 

Adapun berbagai nilai demokrasi memerlukan beberapa hal, yaitu 

sebagai berikut: 
12

 

a. Sadar terhadap puralisme 

b. Kejujuran serta pola pikir secara sehat 

c. Perlunya kerjasama antar masyarakatnya, perilaku disertai dengan itikad 

baiknya. 

d. Perlunya suatu sikap yang kedewasaan. 

e. Perlunya pertimbangan suatu moral. 

Menurut Rober Dahi, menyatakan berbagai prinsip demokrasi yang 

perlu terdapat pada sistem pemerintahan negara berdemokrasi, yaitu : 
13

 

a. Terdapat kontrol terhadap keputusan pemerintahan. 

b. Terdapat pemilihan dengan kejujuran serta ketelitian. 

c. Terdapat hak untuk melakukan pemilihan maupun dipilih. 

d. Terdapat kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya tanpa adanya 

ancaman. 
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e. Terdapat kebebasan dalam melakukan akses suatu informasi. 

f. Terdapat kebebasan berserikat dengan keterbukaannya. 

F. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka yang digali pada riset ini berasal dari berbagai buku 

mengenai Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran DPR pada Hukum Tata 

Negara Indonesia dengan memberikan pertimbangan dengan asalnya dari 

skripsi yang sebelumnya, seperti  : 

1. Skripsi Umi Ma‟rifatun (1522303034) berjudulkan “Kedudukan DPD RI 

Perspektif Fiqh Siyasah”, didalamnya berisi fungsi legislasi Dewan 

Perwakilan Daerah serta Ahlu Al Halli Wa Al-Aqdi pada sistim 

ketatanegaraan Islam yang terdapat perbedaan. Walaupun kedua hal 

tersebut memiliki  wewenang yang sama yaitu pada legislasinya, namun 

kewenangan Ahlu Al  Halli Wa Al-Aqdi yang mendetail seperti didalam 

kewenangannya legislasi DPD. Maka, dibutuhkan amandemen yang ke-5 

dari UUD 1945 supaya dapat melebarkan wewenang pada ranah legislasi 

sebagaimana wewenang Ahlu Al Halli Wa Al-Aqdi. 

2. Skripsi Nurhalis (0137075599) berjudulkan “Lembaga Negara dalam 

Perspektif Fiqh Siyasah Studi terhadap Tugas dan Wewenang MPR dan 

DPD 1945 Pasca Amandemen”, di dalamnya berisi kewenangan serta tugas 

DPR serta MPR pada UUD 1945 setelah dilakukan amandemen terhadap 

tugas serta wewenangnya Ahlu Al Halli Wa Al-Aqdi pada fikih siyasahnya 

dimana memiliki kemiripan namun tidaklah identik. Misalnya pada 

pengubahan serta penetapan UUD MPR perlu mempertimbangkan aspirasi 



rakyatnya serta lain halnya dengan Ahlu Al Halli Wa Al-Aqdi  ketika 

melakukan penetapan UUD didasarkan dengan Al Quran serta As Sunah. 

Seorang Ahlu Al Halli Wa Al-Aqdi  bebas berijtihad guna melakukan 

penentuan UUD dengan bermusyawarah serta didalamnya perlu 

dipertimbangkan aspirasi umatnya ataupun rakyatnya. Demikian pula 

dalam pembuatan UUD wajib didasarkan pada Al Quran dan As Sunah 

serta tidak diperbolehkan ada penyimpangan dari kedua sumber tersebut. 

Mengacu pada skripsi-skripsi tersebut memiliki korelasi terhadap 

skripsi hendak dilakukan penelitian mengenai “Analisis Fiqh Siyasah 

Terhadap Peran DPR dalam Hukum Tata Negara Indonesia”, akan tetapi 

pembedanya dengan riset ini yakni objek kajiannya, yaitu dalam penelitian ini 

yang menjadi objek nya yaitu DPR ataupun disebut “Ahlu Al Halli Wa Al-

Aqdi” (Wakil Rakyat). Demikian, perlunya dilaksanakan riset ini serta 

diharapkan bisa dipakai sebagai “referensi” oleh  pegiat intelektual guna riset 

di masa mendatang.  

G. Metode Penelitian  

Kaitannya terhadap metode ataupun bentuk riset yang dipakai, dalam 

menyusun riset ini digunakan beberapa aspek metodenya, diantaranya: 

1. Jenis Riset  

Riset ini memakai jenis riset kepustakaan ataupun yakni dilakukan melalui 

pengkajian serta penelaahan berbagai sumber yang tertulis melalui jalan 

melakukan pemeriksaan serta mempelajari berbagai bahan pustaka yang ada 

relevansinya terhadap materi yang akan dibahas. 



2. Sifat Riset 

Riset ini memiliki sifat komparasi yaitu kombinasi materi hukum positif 

(yuridis) dengan hukum Islamnya (normatif). Demikian dikarenakan untuk 

melakukan penelitian pustaka dimana memiliki kerelevansian terhadap 

materi yang dibahas. 

3. Teknik Analisis Data 

Data yang diolah pada riset ini termasuk data sekunder dengan cakupan:
14

  

a. Bahan Hukum Primer, ialah suatu badan hukum dengan sifatnya  

     “autoritatif” yaitu memiliki otoritasnya, seperti UUD 1945. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni data lengkap dimana asalnya dari  

     berbagai bahan pustaka meliputi buku berkaitan dengan permasalahan   

     diatas dan UU nomor 17 tahun 2014 terkait MPR, DPD, DPR, DPRD,  

     disertai penjelasan literatur tertulis, sedangkan bahan hukum asalnya dari  

     Al-Qur‟an, serta hadis yang berkenaan pada riset yang dilaksanakan.  

c. Bahan Hukum Tersier, ialah suatu bahan dengan menyediakan uraian  

     arahan untuk bahan hukum primernya serta sekundernya misalnya  

     ensiklopedia, kamus serta yang lainnya. 
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4. Pendekatan Masalah 

Pada riset ini dipergunakan pendekatan yuridis normatif untuk 

menyelesaikan obyek masalahnya. Pendekatan yuridis ialah dilandaskan 

pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia mengenai analisis 

Fiqh Siyasah terkait Peran DPR pada Hukum Tata Negara di Indonesia 

sementara pendekatan normatifnya ialah dititikberatkan pada masalah 

bersumberkan pada hukum Islamnya.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dalam pengumpulan datanya ialah suatu cara dalam mengambil data 

yang tergantung dengan jenisnya serta sumber datanya yang dibutuhkan
15

 . 

Pada riset ini dipakai teknik pengumpulan data dengan studi pustaka 

memakai teknik studi dokumentasi yakni melalui cara penelusuran, 

pengkajian, penganalisisan serta membaca berbagai data ataupun buku 

dimana membahas terkait analisis Fiqh Siyasah terkait Peran DPR pada 

Hukum Tata Negara di Indonesia. 

H. Sistematika Penulisan 

 Supaya dihasilkannya suatu karya ilmiah secara baik, pembahasan 

perlu dijelaskan dengan sistematika yang jelas guna memberikan kemudahan 

pada penulisannya, maka dibutuhkan sistematika penulisan secara teratur, 

yang dibagi menjadi beberapa bab yang saling berkaitan dengan setiap bab 

nya berisikan penjelasan yaitu : 
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Bab I. Pendahuluan  

Bab Pendahuluan terkait latarbelakang, perumusan masalahnya, 

tujuannya, kebermanfaatan riset, kerangka teorinya (Teori Peran serta 

Teori Demokrasi), telaah pustaka, metode (jenis penelitian, sifat 

penelitian, teknik analisis data, pendekatan masalah serta teknik dalam 

mengumpulkan data), dan sistematika penulisannya. 

Bab II.  Tinjauan Umum  

Bab II berisikan terkait tinjauan kepustakaan kaitannya dengan suatu 

masalah. Pada  bab ini akan dijabarkan tentang definisi peran secara 

umum, pengertian tugas dan wewenang secara umum, tinjauan 

hukum tata negara Indonesia (definisi hukum tata negara dan juga 

DPR, teori pembagian kekuasaan DPR, dan pengisian jabatan DPR), 

tinjauan dalam fiqh siyasah (definisi fiqh siyasah, definisi ahlu al-

halli wa al-aqdi (DPR), teori pembagian kekuasaan Ahlu Al-Halli 

Wa Al-Aqdi serta pengisian jabatannya. 

Bab III. Pembahasan  

Bab Pembahasan ini berisikan hasil riset beserta analisisnya. Data 

akan ditelaah selanjutnya dilakukan penganalisisan dengan jelas 

serta rinci mengenai masalah kaitannya pada objek dalam riset yang 

membahas tentang peran DPR dalam hukum tata negara indonesia, 

peran Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi terkait Fiqh Siyasah, dan persamaan 

dan perbedaan peran DPR dengan Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi terkait  

hukum ketatanegaraan indonesia serta fiqh siyasah. 



Bab IV. Penutup  

Bab Penutup ini meliputi simpulan serta saran terhadap perolehan 

analisis masalah dalam riset. Kesimpulan adalah menyimpulkan 

temuan riset sesuai dengan rumusan permasalahan, sementara Saran 

diberikan sebagai solusi atau jawaban dari permasalahan yang sudah 

disimpulkan. 

 


